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Abstract

Polygamy is one form of marriage permitted in Islam, as regulated in Surah An-Nisa verse
3. Islam states that a man is allowed to marry up to four women, with the main
requirement being the ability to “act justly.” Polygamy is not obligatory, but it is permitted
under certain conditions, such as when “the wife is unable to fulfill her duties, suffers
from an incurable illness, or cannot bear children.” In Indonesian positive law, polygamy
is regulated by Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI),
and government regulations for Civil Servants. The law stipulates that polygamy is only
permitted if there is “consent from the wife, the husband's financial ability to provide for
the household, and assurance that he will act justly, as well as obtaining permission from
the Religious Court.” Without such permission, “the marriage is declared to have no legal
force.” This study explores the meaning of polygamy, its legal basis, and the requirements
and procedures that must be fulfilled for polygamy to be valid under both Islamic law and
Indonesian positive law. In practice, polygamy conducted without legal procedures may
lead to problems such as the legal status of the second wife, the children, inheritance
rights, and potential legal violations. Therefore, understanding legal provisions is crucial
before engaging in polygamous marriage.

Keywords: Application Procedure, Legal Basis, Polygamy, Polygamy Requirements,
Religious Court

Abstrak

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam,
sebagaimana diatur dalam surat An-Nisa’ ayat 3. Islam menetapkan bahwa seorang laki-
laki boleh menikahi hingga empat perempuan, dengan syarat utama mampu “berlaku
adil. Poligami tidak diwajibkan, namun diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti
ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita penyakit yang tidak dapat
disembuhkan, atau tidak mampu memberikan keturunan”. Dalam hukum positif
Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan pemerintah bagi Pegawai
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Negeri Sipil. Hukum menetapkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan syarat
adanya persetujuan istri, kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup, dan
jaminan akan “berlaku adil, serta memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Tanpa izin
tersebut, perkawinan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum”. Penelitian mengkaji
pengertian poligami, landasan hukum, syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar
poligami sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam praktiknya,
poligami yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum dapat menimbulkan
permasalahan seperti status hukum istri kedua, anak-anak, hak waris, serta berpotensi
menjadi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman terhadap
ketentuan hukum sebelum melaksanakan poligami.

Kata Kunci: Landasan Hukum, Pengadilan Agama, Poligami, Prosedur Pengajuan, Syarat
Poligami

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena
menjadi sarana untuk menyatukan dua insan dalam membentuk keluarga yang bahagia,
tenteram, dan sejahtera. Dalam Islam, perkawinan diatur sedemikian rupa untuk
menjaga kesucian, kehormatan, dan kelangsungan keturunan manusial. Poligami,
sebagai salah satu bentuk perkawinan, memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam
hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa poligami
dilakukan Rasulullah SAW bukan semata-mata untuk memuaskan hasrat pribadi, tetapi
juga untuk melindungi kaum perempuan, terutama janda-janda korban perang, serta
sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT?2. Dalam Al-Qur’an, ketentuan mengenai
poligami diatur dalam surat An-Nisa’ ayat 3, yang memberikan izin kepada laki-laki untuk
menikahi hingga empat perempuan, dengan syarat utama mampu berlaku adil. Keadilan
menjadi poin sentral dalam praktik poligami yang diperbolehkan oleh syariat.

Namun, meskipun diperbolehkan, poligami bukanlah kewajiban atau keharusan
dalam Islam. Poligami hanyalah alternatif dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri tidak
mampu menjalankan kewajibannya, istri tidak dapat memberikan keturunan, atau istri
mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketentuan ini dibuat
untuk menjaga kemaslahatan bersama, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak. Dalam
konteks hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019. Hukum positif Indonesia menganut asas monogami terbuka, di
mana pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang

1 Miptahudin, “Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fikih
Islam (Studi Analisis Deskriptif),” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, 1-19.

2 Siti Nor Aishah, Siti Zailia, and Armasito Armasito, “Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia
dan Malaysia,” Mugaranah 6, no. 1 (2022): 61-68, https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6il.12254.
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perempuan hanya boleh memiliki satu suami. Namun, terdapat pengecualian yang
memperbolehkan poligami, asalkan memenuhi syarat dan memperoleh izin dari
pengadilan agama3.

Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan, yang antara lain mensyaratkan adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu,
kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
juga mengatur bahwa tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka perkawinan kedua,
ketiga, atau keempat tidak memiliki kekuatan hukum. Fakta di masyarakat menunjukkan
adanya praktik poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah,
sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum. Praktik poligami tanpa izin dapat
berdampak pada pembatalan perkawinan, perceraian, pembagian harta bersama, serta
masalah hak waris, bahkan hingga dapat berujung pada pidana. Hal ini menunjukkan
pentingnya memahami prosedur poligami secara benar, agar tidak menimbulkan
permasalahan di kemudian hari.

Dalam hukum Islam, syarat utama poligami adalah kemampuan untuk berlaku adil.
Namun, banyak ulama berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud tidak hanya dalam
hal materi, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, dan keadilan batin, yang
secara hakiki sangat sulit dipenuhi. Bahkan, hanya Rasulullah SAW yang mampu berlaku
adil secara sempurna kepada istri-istrinya. Oleh karena itu, syariat Islam memberi
peringatan bahwa jika takut tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik menikahi satu
istri saja. Di sisi lain, hukum positif Indonesia mempersulit praktik poligami dengan
menetapkan berbagai prosedur yang panjang dan ketat. Hal ini dilakukan untuk
melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta menjaga keseimbangan dalam
rumah tangga. Dalam beberapa kasus, poligami justru dilakukan secara sembunyi-
sembunyi tanpa memenuhi ketentuan hukum, sehingga mencemarkan citra luhur
perkawinan itu sendiri.

Perdebatan mengenai poligami terus berlangsung hingga saat ini, baik di kalangan
akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Kelompok yang mendukung
poligami berpendapat bahwa praktik ini merupakan upaya untuk menjaga moralitas
masyarakat dan mencegah perbuatan maksiat, terutama dalam kondisi di mana jumlah
perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sementara itu, kelompok yang menolak
poligami memandang praktik ini sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan terhadap
perempuan, yang melanggar prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dalam

3 Raka Haikal Anfasya and Natasya Yunita Sugiastuti, "PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN
PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MESIR" 5, no. 2 (2023): 340-49.
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praktiknya, tidak sedikit keluarga poligami yang mampu hidup rukun, harmonis, dan
sejahtera, terutama jika poligami dilakukan dengan niat ibadah dan dijalankan sesuai
syariat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa poligami juga berpotensi menimbulkan
konflik, terutama jika dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik
oleh hukum Islam maupun hukum positif Indonesia*.

Pembahasan
Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani “polygamie,” yang
terdiri dari kata “poly” berarti banyak dan “gami” berarti istri atau perkawinan. Dengan
demikian, poligami dapat diartikan sebagai suatu bentuk perkawinan di mana seorang
laki-laki memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Dalam bahasa Arab,
poligami dikenal dengan istilah ta'did az-zaujat, yang berarti berbilangnya pasangan istri.
Secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai sistem perkawinan yang
memperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, dengan batas maksimal
empat orang, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam hukum Islam, poligami
bukan merupakan kewajiban atau anjuran yang harus dipenuhi, tetapi termasuk
perbuatan yang mubah (boleh). Artinya, seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami
apabila mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, terutama syarat untuk
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.>

Dalam perspektif sejarah, praktik poligami sudah dikenal sejak zaman pra-Islam,
termasuk di berbagai bangsa seperti Jepang, India, Afrika, Jerman, Prancis, Australia,
Belanda, dan Skandinavia. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, poligami dilakukan secara
tidak terbatas dan tanpa aturan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan
penderitaan bagi pihak perempuan. Islam hadir dengan membawa aturan yang
membatasi jumlah istri maksimal empat orang dan menetapkan syarat utama berupa
keadilan, sehingga praktik poligami tidak lagi menjadi ajang penindasan perempuan,
tetapi sebagai solusi untuk kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan perlindungan sosial
dan moral. Selain sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis, poligami dalam Islam
juga dimaksudkan sebagai upaya menjaga moralitas masyarakat, melindungi perempuan
yang ditinggal mati suaminya, atau perempuan yang tidak memiliki perlindungan.

4 E. M.K. Alidar and Rauzhatul Jannah, “Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana
Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jantho,” Samarah 3, no. 1 (2019): 69-88,
https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4949.

> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan
Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian 1zin Poligam Di Pengadilan Agama,” Privat Law 3, no. 2
(2015): 48,
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Landasan Hukum Poligami

Poligami dalam Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki dasar hukum yang
kuat, baik dari sisi syariat maupun regulasi negara. Pemahaman tentang landasan hukum
ini penting agar praktik poligami tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak
menimbulkan persoalan hukum, sosial, maupun moral.

Dalam Al-Qur’an, poligami secara eksplisit diatur dalam surat An-Nisa’ ayat 3, yang
berbunyi:

iig@gp‘g;;@}wguxwﬁ,&uf&uw 3l BT s 5l
ggﬁv\dsxv\ss(&u 285 faalgh s

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka
kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa”: 3).

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi lebih
dari satu perempuan hingga maksimal empat istri, asalkan mampu berlaku adil. Keadilan
yang dimaksud meliputi aspek lahir dan batin, termasuk pembagian nafkah, perhatian,
kasih sayang, serta giliran kunjungan kepada istri-istri. Namun, jika tidak mampu berlaku
adil, maka diperintahkan untuk cukup menikahi satu perempuan saja®.

Ulama menegaskan bahwa kebolehan poligami dalam Al-Qur'an adalah bentuk
ibahah (perbuatan yang boleh dilakukan), bukan perintah wajib. Oleh karena itu, poligami
bukanlah kewajiban atau sunnah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, melainkan
hanya opsi yang diberikan untuk kondisi tertentu. “Jika kamu takut atau cemas tidak akan
dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja.” (QS. An-Nisa": 3)

Ayat ini memberikan peringatan keras bahwa keadilan adalah syarat mutlak yang harus
dipenuhi. Bahkan Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 129 menyatakan:

6 Nurulia Shalehatun Nisa; Maulana Umar Inamul Hasan; Arum Al Fakih, “Menyoroti Poligami Bagi Pns
Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam,” 7ahkim, no. Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
(2022): 172-84, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3053/pdf.
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“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun
kamu sangat ingin berbuat demikian.” (QS. An-Nisa: 3)

Ayat ini menunjukkan bahwa berlaku adil secara sempurna adalah hal yang sangat
sulit dicapai oleh manusia. Oleh karena itu, Islam menekankan kehati-hatian dalam
menjalankan poligami agar tidak jatuh pada perbuatan zalim kepada salah satu istri.

Dari segi hukum positif di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: “Pada
asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun, ketentuan ini memiliki
pengecualian sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (2): “Pengadilan dapat memberi
izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.”

Selain itu, Pasal 4 ayat (1) menyatakan: “Dalam hal seorang suami beristri lebih
dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah
tempat tinggalnya.” Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan
bahwa untuk mendapatkan izin pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Ada persetujuan dari istri-istri;

b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-
anak mereka;

c. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak
mereka.

Selain Undang-Undang Perkawinan, pengaturan poligami juga tertuang dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991. Pasal 55 ayat (1) KHI menyatakan: “Seorang suami boleh beristri lebih dari satu,
sampai maksimal empat istri, asalkan suami tersebut mampu berlaku adil kepada istri-
istri dan anak-anaknya.” Pasal 56 ayat (1) menambahkan: “Bila seorang suami hendak
beristri lebih dari satu orang, ia harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”

Kemudian Pasal 56 ayat (3) KHI menyatakan dengan tegas: “Perkawinan yang
dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak
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mempunyai kekuatan hukum.” Ketentuan ini berarti bahwa tanpa izin resmi dari
pengadilan, perkawinan poligami dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia,
meskipun mungkin sah menurut hukum agama. Hal ini penting karena menyangkut
perlindungan hak-hak perempuan dan anak, terutama terkait status hukum, hak waris,
dan pembagian harta bersama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990, diatur secara khusus mengenai poligami bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang PNS yang ingin beristri lebih dari
satu wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat instansi tempatnya bekerja. Ini menjadi
syarat tambahan di luar izin pengadilan agama, yang bertujuan untuk menjaga disiplin
dan ketertiban di kalangan aparatur negara (Ardhian et al., 2015). Selain ketentuan
hukum formal, terdapat pula prinsip moral dan etika yang menjadi landasan dalam praktik
poligami. Poligami tidak boleh dilakukan semata-mata karena dorongan hawa nafsu,
melainkan harus dilandasi niat ibadah dan tanggung jawab sosial. Dalam sejarah,
Rasulullah SAW menjalankan poligami bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena
perintah Allah SWT dan untuk melindungi perempuan-perempuan yang membutuhkan
pertolongan, seperti para janda korban perang’.

Poligami yang dijalankan dengan niat ibadah dapat membawa kemaslahatan bagi
semua pihak, seperti memperluas hubungan kekerabatan, memberikan perlindungan
bagi perempuan yang rentan, dan menjaga keturunan. Namun, jika dilakukan tanpa niat
yang benar dan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, poligami justru dapat
menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan keretakan rumah tangga. Meskipun hukum
positif memberikan izin poligami, syarat-syaratnya dibuat cukup ketat. Hal ini untuk
meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul, seperti perselisihan antara istri-istri,
perebutan hak nafkah, dan masalah hak waris anak-anak. Oleh karena itu, pengadilan
agama berperan penting untuk menilai apakah permohonan poligami layak dikabulkan
atau tidak, berdasarkan bukti-bukti kemampuan finansial, kemampuan berlaku adil, dan
persetujuan istri-istri terdahulu.

Sebagai contoh, seorang suami yang ingin menikah lagi harus membuktikan
bahwa ia mampu secara materi, misalnya dengan menyerahkan slip gaji, surat
keterangan penghasilan, atau bukti kepemilikan aset. Selain itu, persetujuan dari istri
sebelumnya harus diberikan secara sukarela, bukan karena paksaan atau tekanan.
Pengadilan juga akan mempertimbangkan alasan-alasan poligami, apakah memang ada
kebutuhan yang mendesak, seperti istri sakit keras, tidak bisa melahirkan keturunan, atau

7 L Hanuddin, “KEDUDUKAN HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN DAN IMPLIKASINYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM,” Syattar 2, no. 1 (2021): 18-26.
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tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga (Miptahudin, 2018). Jika ketentuan-
ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka pengadilan agama berhak menolak permohonan
poligami. Bahkan, perkawinan yang dilakukan tanpa izin pengadilan dapat dianggap batal
demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal
56 ayat (3) KHI, yang menjadi salah satu payung hukum penting bagi perlindungan hak-
hak perempuan di Indonesia®.

Syarat dan Ketentuan Poligami

Poligami bukanlah praktik yang bisa dilakukan sembarangan, baik menurut hukum
Islam maupun hukum positif Indonesia. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi agar
poligami sah, baik secara syariat maupun secara hukum negara. Syarat-syarat ini
bertujuan untuk menjaga keadilan, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta
memastikan bahwa poligami tidak menjadi sumber ketidakadilan dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, syarat utama poligami terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 3:
“...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja...” (QS.
An-Nisa”: 3).

Ayat ini menunjukkan bahwa kebolehan poligami sangat erat terkait dengan
kemampuan berlaku adil. Adil bukan hanya soal pembagian materi (nafkah, pakaian,
tempat tinggal), tetapi juga soal perhatian, kasih sayang, dan pembagian waktu. Al-
Qur’an juga memperingatkan dalam surat An-Nisa’ ayat 129: "Dan kamu sekali-kali tidak
akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian...”

Dari sini, para ulama menekankan bahwa syarat adil sangat sulit dicapai secara
sempurna, sehingga Islam tidak mewajibkan poligami, bahkan memberi peringatan keras
agar berhati-hati dalam melakukannya. Menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen, keadilan dalam
poligami bukan syarat hukum yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan,
melainkan syarat agama yang menjadi kewajiban moral seorang suami setelah
berpoligami. Artinya, jika tidak mampu berlaku adil, seorang suami berdosa, tetapi
pernikahan poligaminya tetap sah secara syariat®.

Dalam hukum positif Indonesia, syarat poligami diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya:

8 Fakih, “Menyoroti Poligami Bagi Pns Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam.”
 Khotimatul Husnah, “Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum
Islam,” Pakistan Research Journal of Management Sciences 7, no. 5 (2018): 1-2,
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Pasal 3 ayat (1): “"Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Pasal 3 ayat (2): “"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Pasal 4 ayat (1): "Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Pasal 5 ayat (1):

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, seorang suami harus
memenuhi syarat:

a. Ada persetujuan dari istri-istri;

b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-
anak mereka;

c. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak
mereka.”

Ketentuan serupa juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Pasal 55 ayat (1): “Seorang suami boleh beristri lebih dari satu orang, hingga maksimal
empat istri, asalkan suami tersebut mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-
anaknya.”

Pasal 56 ayat (1): “Bila seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang, ia harus
mendapat izin dari Pengadilan Agama.”

Pasal 56 ayat (3): “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat
tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.” Dari ketentuan ini, jelas
bahwa poligami tanpa izin pengadilan dianggap tidak sah menurut hukum positif.
Akibatnya, istri kedua atau berikutnya tidak memiliki perlindungan hukum, anak-anak
kehilangan hak waris, dan suami bisa dikenai sanksi administratif atau pidana.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menetapkan syarat
tambahan, yaitu harus ada izin tertulis dari pejabat instansi tempatnya bekerja sebelum
mengajukan izin ke pengadilan agama. Tujuan aturan ini adalah untuk menjaga integritas
dan disiplin pegawai negeri, serta untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat
merusak citra aparatur negara. Dalam praktiknya, syarat persetujuan dari istri sering
menjadi hambatan terbesar dalam permohonan poligami. Banyak kasus di mana suami
memalsukan tanda tangan istri atau memaksa istri untuk memberikan persetujuan. Oleh
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karena itu, pengadilan agama berperan penting untuk memeriksa apakah persetujuan
istri benar-benar diberikan secara sukarela.

Syarat kedua, yaitu kemampuan finansial, harus dibuktikan dengan dokumen
resmi seperti slip gaji, surat keterangan penghasilan, atau bukti kepemilikan aset. Tanpa
bukti ini, pengadilan dapat menolak permohonan poligami karena khawatir suami tidak
mampu menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya dengan layak. Syarat ketiga, yaitu
jaminan berlaku adil, menjadi salah satu syarat yang paling berat. Tidak jarang
pengadilan mempertimbangkan sejarah rumah tangga pemohon, termasuk apakah suami
memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dengan istri pertama, atau
masalah lain yang menunjukkan ketidakmampuannya berlaku adil.

Selain syarat umum tersebut, pengadilan juga mempertimbangkan syarat lain
yang diperbolehkan menurut hukum, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan ini harus dibuktikan dengan dokumen medis atau saksi yang valid.
Dengan demikian, suami yang mengajukan permohonan poligami tanpa dasar yang kuat
cenderung akan ditolak oleh pengadilan.

Dari sisi moral dan sosial, syarat poligami bertujuan untuk menjaga martabat
perempuan. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW melakukan poligami bukan untuk
kepentingan pribadi, tetapi untuk membantu janda-janda sahabat yang gugur di medan
perang, serta untuk memperkuat ikatan sosial dan menyebarkan dakwah. Oleh karena
itu, poligami yang dilakukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu tanpa tanggung
jawab justru bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Al-Quran secara tegas
menyebutkan bahwa poligami mengandung tanggung jawab besar, sebagaimana dalam
surat An-Nisa’ ayat 129: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara
istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain
terkatung-katung.”

Prosedur Pengajuan Poligami

Poligami, meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak dapat dilakukan
secara sembarangan. Baik menurut syariat maupun hukum positif Indonesia, terdapat
prosedur yang harus dipenuhi agar poligami sah secara agama dan negara. Prosedur ini

82



Magashiduna. Jurnal Hukum Keluarga Islam

dibuat untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak, dan
keluarga, serta mencegah penyalahgunaan praktik poligami demi kepentingan pribadi.

Dalam hukum Islam, seperti tertuang dalam surat An-Nisa’ ayat 3, disebutkan:

“...kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian
Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja...” (QS. An-Nisa’:
3).

Ayat ini berbicara tentang kebolehan poligami, juga memuat peringatan penting
tentang syarat keadilan. Oleh karena itu, prosedur poligami dalam hukum Islam
mensyaratkan adanya pertimbangan yang matang dari pihak suami sebelum melangkah
pada pernikahan kedua, ketiga, atau keempat. Dalam hukum positif Indonesia, prosedur
pengajuan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diperkuat melalui Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991.

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan
permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi:

a. Ada persetujuan dari istri-istri;

b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-
anak mereka;

c. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak
mereka.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 menegaskan: “Bila seorang suami
hendak beristri lebih dari satu orang, ia harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”
“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin
Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Langkah-Langkah Prosedur Pengajuan Poligami

1. Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama

Permohonan diajukan oleh suami secara tertulis ke Pengadilan Agama di tempat
tinggalnya. Permohonan ini memuat alasan-alasan yang mendasari keinginan
berpoligami, serta lampiran dokumen pendukung yang dibutuhkan.

83



Muhammad Fikri Akbar
Poligami dan Prosedurnya Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, alasan-alasan yang diperbolehkan untuk
poligami antara lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Pemeriksaan Persetujuan Istri

Salah satu syarat yang cukup penting adalah adanya persetujuan dari istri atau
istri-istri terdahulu. Persetujuan ini harus diberikan secara tertulis, bukan hanya secara
lisan. Dalam praktiknya, sering terjadi persetujuan diberikan di bawah tekanan atau
bahkan dipalsukan. Oleh karena itu, pengadilan berwenang untuk memanggil istri dan
memeriksa langsung apakah persetujuan tersebut diberikan secara sukarela. Jika istri
menolak memberikan persetujuan, pengadilan tetap dapat memutuskan perkara poligami
dengan mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan suami, asalkan memenuhi
alasan-alasan objektif seperti istri sakit atau tidak bisa memberikan keturunan.

3. Pembuktian Kemampuan Finansial

Pengadilan akan meminta bukti bahwa suami memiliki kemampuan untuk
menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Bukti ini dapat berupa slip gaji, surat keterangan
penghasilan, rekening tabungan, sertifikat aset, atau dokumen lain yang sah. Menurut
Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, pengadilan tidak akan memberikan izin jika suami tidak
mampu membuktikan bahwa ia sanggup memenuhi kebutuhan seluruh istri dan anak-
anaknya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penelantaran keluarga akibat poligami.

4. Penilaian Kemampuan Berlaku Adil

Syarat adil bukan hanya mencakup pembagian materi, tetapi juga pembagian
waktu, perhatian, dan kasih sayang. Berdasarkan KHI, jika suami memiliki catatan buruk
seperti kekerasan dalam rumah tangga atau tidak bertanggung jawab terhadap istri
pertama, pengadilan dapat menolak permohonan poligami.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 129: “Dan kamu sekali-kali
tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian...” Ayat ini dijadikan dasar bahwa keadilan adalah kewajiban moral yang sangat
berat, sehingga pengadilan perlu menilai apakah suami benar-benar mampu
memenuhinya.
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5. Sidang dan Putusan Pengadilan

Setelah semua bukti dikumpulkan dan pemeriksaan dilakukan, pengadilan akan
menggelar sidang untuk memutuskan apakah permohonan poligami dikabulkan atau
ditolak. Jika dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan surat izin poligami yang menjadi
dasar hukum bagi suami untuk melaksanakan pernikahan kedua atau berikutnya. Tanpa
surat izin ini, perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah menurut hukum positif
Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (3) KHI.10

Prosedur Tambahan untuk PNS

Untuk Pegawai Negeri Sipil, selain prosedur umum di atas, harus ada izin
tambahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990. Dalam peraturan ini, seorang PNS yang ingin berpoligami harus
mengajukan permohonan izin tertulis kepada pejabat instansi tempatnya bekerja,
sebelum mengajukan izin ke pengadilan agama. Jika PNS melanggar prosedur ini, ia
dapat dikenai sanksi administratif hingga pemecatan.

Hukuman Jika Tidak Mengikuti Prosedur

Perkawinan yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama tidak memiliki kekuatan
hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (3) KHI. Akibatnya, istri kedua atau
berikutnya tidak memiliki status hukum yang jelas, anak-anak dari perkawinan tersebut
kehilangan hak waris, dan suami dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, jika terjadi
perselisihan, istri kedua tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum, karena
perkawinan mereka tidak tercatat resmi.

Kesimpulan

Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan memiliki landasan hukum yang
kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, poligami
diperbolehkan dengan syarat utama berlaku adil. Al-Quran secara eksplisit mengatur
ketentuan mengenai poligami dalam surat An-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129. Islam
menekankan kehati-hatian dalam menjalankan poligami agar tidak jatuh pada perbuatan
zalim kepada salah satu istri. Dalam hukum positif Indonesia, diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Hukum positif Indonesia menganut asas

10 Zaimuddin, Yadi Harahap, and Ramadhan Syahmedi, “Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia
Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maslahah Mursalah,” A/-Mashlahah: Jurnal Hukum
Islam Dan Pranata Sosial Islam 10, no. 2 (2022): 373-92, https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2770.
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monogami terbuka, namun memperbolehkan poligami dengan syarat dan prosedur yang
ketat, seperti adanya persetujuan dari istri, kemampuan finansial, dan izin dari Pengadilan
Agama. Dalam praktiknya, terdapat banyak kasus poligami yang dilakukan tanpa
memenuhi ketentuan hukum, sehingga menimbulkan implikasi hukum seperti
pembatalan perkawinan, pembagian harta bersama, hak waris, hingga pidana. Keadilan
dalam poligami tidak hanya soal materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan keadilan
batin. Rasulullah SAW menjalankan poligami bukan karena keinginan pribadi, tetapi
karena perintah Allah SWT dan untuk melindungi perempuan. Pengaturan poligami di
Indonesia bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menjaga
keseimbangan dalam rumah tangga. Prosedur pengajuan poligami mencakup pengajuan
permohonan ke pengadilan, pemeriksaan persetujuan istri, pembuktian kemampuan
finansial, penilaian kemampuan berlaku adil, hingga sidang dan putusan pengadilan. Jika
tidak mengikuti prosedur, perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum positif dan
tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai
poligami dan prosedurnya sangat penting agar tidak menimbulkan permasalahan hukum
di kemudian hari.

Saran

Pemahaman mengenai poligami dan prosedurnya menurut hukum perkawinan di
Indonesia menjadi sangat penting. Poligami bukanlah kewajiban atau anjuran yang harus
dipenuhi, tetapi termasuk perbuatan yang mubah (boleh). Oleh karena itu,
pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Poligami tidak
boleh dilakukan semata-mata karena dorongan hawa nafsu, melainkan harus dilandasi
niat ibadah dan tanggung jawab sosial. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan justru dapat menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan keretakan
rumah tangga. Dalam sejarah, Rasulullah SAW menjalankan poligami karena perintah
Allah SWT dan untuk melindungi perempuan-perempuan yang membutuhkan
pertolongan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa
kebolehan poligami dalam Al-Qur‘an adalah bentuk ibahah, bukan perintah wajib.

Masyarakat perlu mendapat edukasi hukum agar tidak salah kaprah dalam memahami
syariat maupun ketentuan hukum positif terkait poligami. Prosedur pengajuan poligami
bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari perlindungan hukum bagi seluruh
pihak yang terlibat. Pengadilan agama berperan penting untuk menilai apakah
permohonan poligami layak dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti kemampuan
finansial, kemampuan berlaku adil, dan persetujuan istri. Oleh karena itu, pengadilan
perlu bersikap tegas dan selektif dalam memberikan izin poligami. Untuk Pegawai Negeri
Sipil, perlu diperhatikan bahwa selain izin dari pengadilan, harus ada izin tertulis dari
pejabat instansi tempatnya bekerja. Ketentuan ini penting untuk menjaga disiplin dan
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ketertiban di kalangan aparatur negara. Dengan memahami dan melaksanakan semua
prosedur yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan poligami akan berjalan sesuai dengan
hukum Islam dan hukum negara, serta mampu memberikan perlindungan kepada
perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam praktik tersebut.
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